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ABSTRAK 

Fakta masih banyak ditemukannya anak berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun 

telah melakukan perkawinan. Faktor penyebabnya, karena pergaulan bebas yang 

memberi dampak negatif, kurang memahami arti pentingnya pendidikan yang 

berkualitas dari orang tua, masyarakat dan pemerintah merupakan hal yang sangat 

memprihatinkan. Hal ini dapat dilihat dari akumulasi data Pengadilan Agama di 

Daerah Istimewa Yogyakarta bahwa putusan dispensasi perkawinan pada 2019 

terdapat sebanyak 583 dan naik menjadi 959 pada 2020. Berdasarkan hal tersebut, 

penyusun merumuskan suatu permasalah, yaitu: pertama, Faktor apa yang 

melatarbelakangi tingginya angka perkawinan di bawah umur di KUA Kecamatan 

Depok Sleman tahun 2019-2020. Kedua, bagaimana upaya preventif KUA 

Kecamatan Depok Sleman dalam mengatasi masalah perkawinan di bawah umur. 

Ketiga, bagaimana tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2014 tentang Perlindungan Anak terhadap perkawinan di bawah umur di KUA 

Kecamatan Depok Sleman tahun 2019-2020. 

Penyusun menggunakan jenis penelitian lapangan (Field Research) dengan 

pendekatan Yuridis-Normatif yang bersifat desktiptif-analitik. Pengumpulan data 

menggunakan metode wawancara kepada Bapak Muhammad Wiyono, S.HI selaku 

kepala KUA Kecamatan Depok, kemudian melakukan dokumentasi sebagai 

pelengkap data penelitian. Penyusun menggunakan metode kualitatif induktif untuk 

analisis data penelitian. 

Kesimpulan penelitian ini adalah: Pertama, faktor yang melatarbelakangi 

tingginya angka perkawinan di bawah umur di KUA Kecamatan Depok tahun 2019-

2020 adalah pergaulan bebas yang berujung hamil di luar nikah, lingkungan yang 

tidak sehat, rendahnya harmonisasi dan pendidikan anak dan orang tua, faktor 

spiritual keagamaan serta keterlibatan yang terbatas masyarakat dalam 

memperhatikan perilaku anak. Kedua, upaya preventif untuk meminimalisir 

terjadinya perkawinan di bawah umur dilakukan oleh KUA Kecamatan Depok yang 

bekerjasama dengan jejaring peduli anak dalam bentuk sosialisasi menanamkan 

kesadaran kepada masyarakat tentang pentingnya pendidikan dan lingkungan yang 

sehat bagi anak. Ketiga, menurut hukum Islam klasik (fikih), perkawinan di bawah 

umur di KUA Kecamatan Depok Sleman tahun 2019-2020 sah karena rukun dan 

syarat perkawinannya sudah terpenuhi serta tidak adanya aturan secara tegas 

tentang usia minimal perkawinan. Menurut hukum positif Indonesia (Undang-

Undang Perkawinan (UPP) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)), perkawinan di 

bawah umur tersebut tidak sah karena bertentangan dengan/melanggar Undang-

Undang, kecuali jika sudah mendapatkan izin dispensasi nikah dari Pengadilan 

Agama. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perkawinan di 

bawah umur tersebut tidak sah karena melanggar Undang-Undang dimana anak 

berusia di bawah 18 tahun masih berada di bawah tanggungjawab orang tua/wali/ 

yang dianggap masih belum mampu untuk melakukan kewajiban dan 

tanggungjawab sebagai orang dewasa. 

Kata kunci: anak, perkawinan di bawah umur, Hukum Indonesia 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN 

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman 

pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987. 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 bâ’ B Be ب

 tâ’ T Te ت

 śâ’ Ś es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

  ḥâ’ Ḥ ḥa (dengan titik di bawah) ح

 khâ’ Kh ka dan ha خ

 Dâl D De د

 Żâl Ż żet (dengan titik di atas) ذ

 râ’ R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Ṣâd Ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Ḍâd Ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 ţâ’ Ţ te (dengan titik di bawah) ط

 ẓâ’ Ẓ zet (dengan titik dibawah) ظ

 ain ‘ koma terbalik (di atas)‘ ع

 Gain G ge dan ha غ

 fâ’ F Ef ف

 Qâf Q Qi ق

 Kâf K Ka ك

 Lâm L El ل

 Mîm M Em م

 Nûn N En ن

 Wâwû W We و

 hâ’ H Ha ه

 Hamzah ’ Apostrof ء

 yâ’ Y Ye ي

 

B. Konsonan Rangkap 
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Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap, contoh :  

لنزّ  Ditulis Nazzala 

 Ditulis Bihinna بهنّ

 

C. Ta’ Marbutah diakhir Kata 

1. Bila dimatikan ditulis h 

 Ditulis Ḥikmah حكمة

 Ditulis ‘illah علة

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah 

terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali 

dikehendaki lafal lain). 

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisahh maka 

ditulis dengan h. 

ءكرامة الأوليا  Ditulis Karâmah al-auliyâ’ 

 

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah 

ditulis t atau h.  

 Ditulis Zakâh al-fiţri زكاة الفطر

  



 

x 

 

D. Vokal Pendek 

 ـَ

 فعل

fathah 

 

Ditulis 

Ditulis 

A 

fa’ala 

 ـِ

 ذكر

Kasrah 

 

Ditulis 

Ditulis 

I 

Żukira 

 ـُ

 يذهب

Dammah Ditulis 

Ditulis 

U 

Yażhabu 

 

E. Vokal Panjang 

1 
Fathah + alif  

 فلا

Ditulis 

Ditulis 

Â 

Falâ 

2 
Fathah + ya’ mati 

 تنسى

Ditulis 

Ditulis 

Â 

Tansâ 

3 

 

Kasrah + ya’ mati 

 تفصيل

Ditulis 

Ditulis 

Î 

Tafṣi̅l 

4 
Dlammah + wawu mati 

 أصول

Ditulis 

Ditulis 

Û 

Uṣûl 

 

F. Vokal Rangkap 

1 
Fathah +  ya’ mati 

حيلىالز  

Ditulis 

Ditulis 

Ai 

az-Zuḥailî 

2 
Fatha + wawu mati 

 الدولة

Ditulis 

Ditulis 

Au 

aḏ-daulah 

 

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof 

 Ditulis A’antum أأنتم

 Ditulis U’iddat أعدت

 Ditulis La’in syakartum لئنشكرتم

 

H. Kata Sandang Alif dan Lam 

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”   

 Ditulis Al-Qur’ân القرأن

 Ditulis Al-Qiyâs القياس
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2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf 

Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya. 

 ’Ditulis As-Samâ السماء

سالشم  Ditulis Asy-Syams 

 

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 

Ditulis menurut penulisnya 

 Ditulis Żawî al-furûḍ ذويالفروض

 Ditulis Ahl as-sunnah أهلالسنة
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KATA PENGANTAR 
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له.اشهدان لاإله الاالله اعمالنا،من يهدالله فلامضل له ومن يضلله فلاهادي 

وصحبه ه وأشهدان محمداعبده ورسوله،اللهم صل على سيدنامحمدوعلى ال
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Sejatinya setiap makhluk hidup telah ditakdirkan memiliki pasangan, 

tidak terkecuali manusia sebagai pemeran utama yang menjalani kehidupan 

duniawi. Indonesia sebagai Negara hukum telah mengatur norma-norma 

seseorang dalam mendapatkan pasangan, yaitu melalui perkawinan. Norma 

atau perundangan-undangan ini dimaksudkan untuk menjaga dan menjamin 

hak seseorang yang telah berpasangan di dalam status perkawinan, dimana 

tidak ada seorangpun yang dapat mengganggu hubungan mereka secara 

hukum. 

Perkawinan yang dalam istilah agama disebut “nikah” adalah suatu 

akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang pria dengan wanita 

untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dan untuk 

mewujudkan suatu hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan 

ketentraman (mawaddah wa rahmah) dengan cara-cara yang diridhoi oleh 

Allah Subhaanahu Wa Ta’ala.1 

Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum terpenting yang 

dialami oleh setiap manusia pada umumnya, peristiwa yang menjadi sendi 

dasar dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, seseorang yang akan 

                                                 
1 Teuku Yudi Afrizal, “Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum 

Islam,” Jurnal Hukum Acara Perdata, Vol.5 No.1, Januari-Juni 2019, hlm.95 



2 

 

 

 

melekakuan perkawinan harus memenuhi syarat standar sesuai dengan 

Undang-Undang Perkawinan. Salah satu syarat yang harus dipenuhi sebagai 

subjek hukum (naturlijk persoon) untuk cakap melakukan perbuatan hukum 

adalah sudah dewasa, calon suami-istri harus telah matang jiwa dan raganya 

untuk dapat melangsungkan suatu perkawinan. Hal ini bertujuan agar kedua 

mempelai dapat memenuhi tujuan luhur serta dapat memaknai dengan benar 

maksud perkawinan yang mereka langsungkan. 

Seseorang dikatakan sebagai seorang yang sudah dewasa dapat 

ditandai dari bagaimana orang tersebut bersikap dan bertanggungjawab 

terhadap hak dan kewajiban mereka. Namun, dalam persoalan yang 

melibatkan unsur hukum di dalamnya telah mengatur batasan usia seorang 

anak yang kemudian dapat dikategorikan sebagai seorang yang sudah dewasa. 

Usia minimal untuk dapat melangsungkan perkawinan di Indonesia diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu Pasal 7 ayat 

1 yang menyatakan “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita 

sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun”.2 Dengan adanya Undang-

Undang tersebut, maka dapat diartikan bahwa anak yang masih berusia di 

bawah 19 (sembilan belas) tahun tidak dapat melangsungkan perkawinan. 

                                                 
2 Virdita Rizki Ratriani, Ramai Selebgram Nikah Muda,Berapa Batas Mininimal Usia 

Menikah di Indonesia?, Kompas.com, 16 Mei 2020, diakses dari 

https://www.kompas.co/tren/read/2020/05/16/204700865/ramai-selebgram-nikah-muda-berapa-

batas-minimal-usia-menikah-di-indonesia?page=all tanggal 15 Mei 2021 pukul 12:56 WIB 

https://www.kompas.co/tren/read/2020/05/16/204700865/ramai-selebgram-nikah-muda-berapa-batas-minimal-usia-menikah-di-indonesia?page=all
https://www.kompas.co/tren/read/2020/05/16/204700865/ramai-selebgram-nikah-muda-berapa-batas-minimal-usia-menikah-di-indonesia?page=all
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Pada kenyataannya fenomena perkawinan di bawah umur sudah 

banyak terjadi dalam kehidupan masyarakat, bahkan peristiwa ini telah 

dianggap menjadi hal yang lumrah. Padahal, suatu perundang-undangan 

mengatur batas minimal usia untuk melangsungkan perkawinan bermaksud 

untuk menjaga dan menjamin hak-hak anak. Jika anak di bawah umur 

melakukan perkawinan, maka anak tersebut dikategorikan sebagai subjek 

hukum yang mana tanggungjawabnya tidak lagi ditanggung oleh orang tua 

atau walinya, melainkan sudah menjadi tanggungjawab dirinya sendiri. 

Sebagai subjek hukum, anak harus diperlakukan selayaknya orang dewasa 

pada umumnya. 

Perkawinan yang dilakukan oleh anak di bawah umur tentunya akan 

memberikan dampak yang dapat mempengaruhi pertumbuhan masyarakat. 

Fenomena ini akan menimbulkan kegaduhan antar masyarakat yang berada 

dalam pihak pro dan kontra. Seperti yang kita ketahui bahwa anak merupakan 

seseorang yang masih labil dalam mengambil keputusan, cenderung spontan 

sesuai dengan keadaan suasana hari mereka, belum dapat membedakan hal 

yang baik dan buruk dengan benar, dapat dikatakan bahwa anak di bawah 

umur pada umumnya belum layak untuk dapat melakukan perkawinan. 

Seorang anak di bawah umur yang hendak melakukan perkawinan 

harus mengajukan dispensasi nikah, pemberian dispensasi nikah yang 

diberikan oleh Pengadilan wajib mendengarkan dan mempertimbangkan 
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alasan-alasan para pemohon.3 Putusan tersebut harus mengutamakan 

kemaslahatan khususnya bagi kedua belah pihak calon suami-istri dan bagi 

masyarakat secara umum. Dispensasi nikah ini seringkali dijadikan jalan 

pintas bagi para orang tua untuk menghindarkan anak-anak mereka dari zina 

atau sebagai solusi atas dampak pergaulan bebas anak-anak mereka. Tentunya 

hal ini merupakan paradigma negatif yang harus dicegah dengan 

mengupayakan pencegahan terjadinya perkawinan di bawah umur. 

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 

Pengendalian Penduduk dan KB (Keluarga Berencana) Kota Yogyakarta 

mencatat terdapat 29 permohonan dispensasi pernikahan usia anak sepanjang 

tahun 2020, jumlah ini hampir sama dengan jumlah dispensasi pada tahun 

sebelumnya. Pada 2019, permohonan dispensasi untuk anak perempuan 

berusia 16 tahun ke bawah berjumlah sembilan anak dan pada 2020 naik 

menjadi 13 anak, sedangkan permohonan dispensasi pernikahan untuk anak 

laki-laki berusia kurang dari 19 tahun pada 2019 tercatat 23 anak dan pada 

2020 turun menjadi 16 anak.4 Pencatatan tersebut disesuaikan dengan aturan 

dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

yaitu perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai 

                                                 
3 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 16, hlm.3 

4 Eka Arifa Rusqiyati, Yogyakarta catat 29 permohonan dispensasi pernikahan anak pada 

2020, Antaranews, 3 April 2021, diakses dari https://m.antaranews.com/berita/2078950/yogyakarta-

catat-29-permohonan-dispensasi-pernikahan-anak-pada-2020 pada tanggal 15 Mei 2021 pukul 

13:15 WIB 

https://m.antaranews.com/berita/2078950/yogyakarta-catat-29-permohonan-dispensasi-pernikahan-anak-pada-2020
https://m.antaranews.com/berita/2078950/yogyakarta-catat-29-permohonan-dispensasi-pernikahan-anak-pada-2020
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umur 19 (sembilan belas) tahun.5 Berdasarkan akumulasi data Pengadilan 

Agama di Daerah Istimewa Yogyakarta, putusan dispensasi perkawinan pada 

2019 terdapat sebanyak 583 dan naik menjadi 959 pada 2020.6 

Dari lima Kabupaten/Kota di DIY, pada tahun 2019 Kabupaten 

Sleman menduduki peringkat pertama untuk peristiwa perkawinan di bawah 

umur yaitu sebanyak 159 pasangan, Kabupaten Gunung Kidul 96 pasangan, 

Kabupaten Bantul 93 pasangan, Kabupaten Kulon Progo 35 pasangan dan 

Kota Yogyakarta sebanyak 31 pasangan. Berdasarkan data Pengadilan 

Agama Kabupaten Sleman dari 17 (tujuh belas) kecamatan di Kabupaten 

Sleman yaitu Kecamatan Sleman, Mlati, Gamping, Godean, Moyudan, 

Minggir, Seyegan, Tempel, Turi, Pakem, Cangkringan, Ngemplak, Ngaglik, 

Depok, Kalasan, Berbah dan Prambanan. Kecamatan Depok merupakan salah 

satu yang tertinggi pada kejadian perkawinan di bawah umur.7 

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, penyusun tertarik untuk 

meneliti perkawinan di bawah umur di Kantor Urusan Agama (KUA) 

Kecamatan Depok Sleman, penyebab dan dampak yang ditimbulkan serta 

aspek-aspek lain yang berkaitan dengan perkawinan yang dilakukan oleh 

                                                 
5 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 

6 Eka Arifa Rusqiyati, Yogyakarta catat 29 permohonan dispensasi pernikahan anak pada 

2020, Antaranews, 3 April 2021, diakses dari https://m.antaranews.com/berita/2078950/yogyakarta-

catat-29-permohonan-dispensasi-pernikahan-anak-pada-2020  pada tanggal 15 Mei 2021 pukul 

13:15 WIB 

7 Vitrianingsih, “Hubungan Tingkat Pendidikan Dengan Usia Perempuan Saat Menikah Di 

Kantor Urusan Agama (KUA) Depok Sleman Yogyakarta,” Jurnal Kebidanan Indonesia, 

Universitas Respati Yogyakarta, Vol.9 No.1, 23 Maret 2018, hlm.53  

https://m.antaranews.com/berita/2078950/yogyakarta-catat-29-permohonan-dispensasi-pernikahan-anak-pada-2020
https://m.antaranews.com/berita/2078950/yogyakarta-catat-29-permohonan-dispensasi-pernikahan-anak-pada-2020


6 

 

 

 

anak di bawah umur. Oleh karena itu, maka penyusun memberi judul 

penelitian ini: “PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI KANTOR 

URUSAN AGAMA (KUA) DI KECAMATAN DEPOK SLEMAN 

YOGYAKARTA TAHUN 2019-2020 (Perspektif Hukum Islam Dan 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak)”. 

Dengan demikian, penulis berharap dapat memberikan kesimpulan dan 

jawaban yang sesuai dengan permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, makan penyusun mencoba 

merumuskan pokok permasalahan yang timbul dan akan dikaji dalam 

penelitian ini, yaitu sebagai berikut: 

1. Faktor apakah yang melatarbelakangi tingginya angka perkawinan di 

bawah umur di KUA Kecamatan Depok Sleman tahun 2019-2020? 

2. Bagaimana upaya preventif KUA Kecamatan Depok Sleman dalam 

mengatasi masalah perkawinan di bawah umur? 

3. Bagaimana tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2014 tentang Perlindungan Anak terhadap perkawinan di bawah umur di 

KUA Kecamatan Depok Tahun 2019-2020? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 
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a. Memberi penjelasan tentang faktor yang melatarbelakangi tingginya 

angka perkawinan di bawah umur di KUA Kecamatan Depok 

Sleman Yogyakarta pada tahun 2019-2020. 

b. Menjelaskan bagaimana upaya preventif yang dilakukan oleh KUA 

Kecamatan Depok Sleman dalam mengatasi dan menangani 

fenomena perkawinan di bawah umur. 

c. Menjelaskan mengenai tinjauan Hukum Isalm dan Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2014 tetang Perlindungan Anak terhadap 

perkawinan di bawah umur. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Secara teoritis 

1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

pemikiran bagi pengemban ilmu hukum, khususnya dalam hal 

yang berkaitan dengan perkawinan di bawah umur. 

2) Data penelitian tentang faktor yang melatarbelakangi tingginya 

angka perkawinan di bawah umur di KUA Kecamatan Depok 

Sleman, upaya penanganannya serta tinjauan Hukum Islam dan 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan 

Anak terhadap hal tersebut, diharapkan dapat menjadi 

sumbangsih ilmu pengertahuan serta tambahan referensi bagi 

penelitian selanjutnya 

b. Secara praktis 
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1) Dapat dijadikan masukan atau bahan kajian oleh para peneliti 

karya ilmiah tentang substansi dari perkawinan di bawah umur, 

serta gambaran mengenai upaya preventif untuk meminimalisir 

terjadinya fenomena tersebut.  

2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi 

terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam 

Ilmu Hukum Perdata yang berkaitan dengan perkawinan di 

bawah umur. 

D. Telaah Pusataka 

Kajian pustaka atau telaah pustaka sangat dibutuhkan dalam 

penyusunan penelitian. Hal ini guna untuk dapat memperjelas dan 

mempertegas serta untuk membandingkan antara penelitian yang sedang 

dikaji dengan penelitian atau karya ilmiah sebelumnya, sehingga dapat 

dipastikan bahwa penelitian ini merupakan produk baru yang dapat 

menambah referensi ilmu pengetahuan di masa mendatang. 

Setelah membaca dan mengkaji hasil penelitian sebelumnya, ada 

beberapa karya yang memiliki tema yang sama yakni kajian tentang 

perkawinan di bawah umur/usia dini khususnya di wilayah hukum Negara 

Indonesia yang dapat penyusun jadikan sebagai bahan perbandingan dan 

pemetaan kajian dalam penyusunan penelitian ini. Karya-karya tersebut akan 

penyusun paparkan, sebagai berikut: 

Skripsi yang disusun oleh Azlan dari Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim Pekanbaru Riau yang berjudul “Pernikahan Usia Dini Menurut 
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Hukum Islam”.8 Dalam karya ilmiah ini dibahas tentang perbedaan mengenai 

batasan usia pernikahan berdasarkan hukum Islam dan Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Islam syarat perkawinan 

itu adalah ‘aqil dan baligh yang tidak memandang batas usia, sedangkan 

dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa yang 

diizinkan melakukan perkawinan adalah mereka yang berusia minimal 16 

(enam belas) tahun bagi perempuan dan 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-

laki. 

Selanjutnya, Skripsi yang disusun oleh Muhammad Masngudi dari 

Institut Agama Islam Negeri Salatiga yang berjudul “Pernikahan Usia Dini; 

Faktor Dan Implikasinya Perspektif Hukum Islam”.9 Bahasan dalam skripsi 

ini tentang faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan usia dini dan 

implikasinya di dusun Ngronggo. Faktor yang melatarbelakangi terjadinya 

pernikahan usia di dusun Ngrenggo adalah faktor pendidikan, kemauan anak, 

serta faktor agama. Banyaknya pernikahan usia dini di dusun Ngrenggo 

berakibat pada bertambahnya beban ekonomi keluarga, rendahnya tingkat 

pendidikan, serta rumah tangga yang kurang harmonis. Ditinjau berdasarkan 

hukum Islam dengan kaidah fikih “dar’ul mafasid muqoddamun ala jalbil 

masholih” yang berarti mencegah/menghindari mudhorot harus didahulukan 

                                                 
8 Azlan, “Pernikahan Usia Dini Menurut Hukum Islam”, Skripsi, Fakultas Syariah Dan Ilmu 

Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau, 2010. 

9 Muhammad Masngudi, “Pernikahan Usia Dini; Faktor Dan Implikasinya Perspektif Hukum 

Islam (Studi kasus di Dusun Ngronggi Kel.Kumpulrejo Kec.Argomulyo Kota Salatiga), Skripsi, 

Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2017 
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daripada upaya mencari kemaslahatan, maka pernikahan usia dini di dusun 

Ngrenggo haruslah ditekan kerena dampak negatifnya lebih besar daripada 

dampak positif. 

Artikel yang berjudul “Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan 

Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan 

Indonesia)” ditulis oleh Hasan Bastomi.10 Dalam karya ini juga membahas 

tentang perbedaan pendapat dalam Hukum Islam dan Hukum Positif 

mengenai siapa saja yang diperbolehkan melakukan pernikahan. Dalam 

Hukum Islam tidak disebutkan batas usia untuk dapat melakukan pernikahan, 

Al-Qur’an mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan 

perkawinan haruslah orang yang sudah siap dan mampu, serta dewasa, 

indikator kemampuan dan kedewasaan ini juga masih menjadi perdebatan 

para ulama. Dalam Hukum Positif telah banyak peraturan perundang-

undangan yang mengatur tentang batas usia perkawinan. Namun, walaupun 

demikian masih banyak masyarakat yang melaksanakan praktek pernikahan 

dini. 

Artikel Dwi Rifiani yang berjudul “Pernikahan Dini Dalam Perspektif 

Hukum Islam”.11 Kaya ilmiah ini membahas tentang fenomena pernikahan 

dini dalam konteks hukum Islam, yang mana fenomena ini sudah menjadi hal 

                                                 
10 Hasan Bastomi, “Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan 

Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia),” Jurnal YUDISIA, Vol.7 No.2, 

Desember 2016 

11 Dwi Rifiani, “Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam,” de Jure, Jurnal Syariah 

dan Hukum, Vol.3 No.2, Desember 2011. 
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lumrah dilakukan dalam sejarah peradaban Indonesia khususnya di Pulau 

Jawa. Beberapa konteks dalam suatu komunitas mereka terdapat stigma 

negatif apabila seorang perempuan menikan diusia matang, dengan adanya 

stigma tersebut memicu mereka beramai-marami melestarikan kebiasaan 

buruk di dalam masyarakat dengan melakukan pernikahan usia dini. Tentunya 

hal ini harus menjadi perhatian semua pihak untuk ikut serta mencegah 

peningkatan angka pernikahan usia dini di masa mendatang, melihat 

mudhorotnya jauh lebih besar daripada kemaslahatannya. 

Adapun penelitian yang akan penyusun lakukan merupakan penelitian 

dengan pokok permasalahan yang berbeda namun masih dengan tema yang 

sama dari bentuk penelitian di atas. Penyusun mengamati beberapa penelitian 

di atas mengkaji tentang pandangan Hukum Islam tentang perkawinan di 

bawah umur, bagaimana perkawinan itu bisa dilakakuan dan batasan usia 

perkawinan. Perbedaan dalam penelitian ini yaitu, penyusun mencoba 

mengkaji tentang faktor yang melatarbelakangi tingginya angka perkawinan 

di bawah umur di KUA Kecamatan Depok Sleman tahun 2019-2020, upaya 

preventif KUA Kecamatan Depok Sleman dalam mengatasi perkawinan di 

bawah umur serta tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap perkawinan di bawah umur 

di KUA Kecamatan Depok Sleman tersebut. 

E. Kerangka Teoretik 

Teori merupakan hal mendasar yang sangat penting ketika hendak 

melakukan suatu penelitian, kerangka teori akan membantu peneliti dalam 
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menentukan tujuan dan arah penelitian. Dengan adanya teori, fenomena yang 

menjadi fokus dalam penelitian dapat menghasilkan hipotesis dan konsep 

yang rasional sehingga dapat menjelaskan secara sistematis mengenai pokok 

masalah dalam pembahasan penelitian tersebut. 

Berdasarkan penjelasan di atas, penyusun akan menggunakan tiga 

teori untuk dapat menguraikan penjelasan yang logis dan sistematis dalam 

penyusunan penelitian ini. Teori yang dianggap relevan untuk memecahkan 

pokok masalah dalam penelitian ini akan dipaparkan sebagai berikut: 

Pertama, Teori Perkawinan dalam Islam yang mana Islam telah 

menganjurkan perkawinan bagi yang sudah mampu, jika belum maka 

hendaklah berpuasa. 

يا معشرالشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج،فإنه أغض 

 للبصروأحصن للفرج،ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنهوجاء12

Substansi dari Hadist Riwayat Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan 

lainnya tersebut adalah bahwa Rasulullah SAW menganjuran untuk 

melangsungkan perkawinan bagi mereka yang telah mampu (materil dan 

immateril) karena perkawinan merupakan suatu perbuatan yang dapat 

menjaga pandangan dan farji (kemaluan) tentunya dari suatu kemudhorotan. 

Dilaksanakannya suatu perkawinan oleh seseorang diharapkan untuk lebih 

menjaga diri dan kehormatannya. Apabila seseorang belum mampu dari segi 

                                                 
12 Kumparan.com, Kumpulan Hadist Tentang Pernikahan, 30 Desember 2020, diakses dari 

https://kumparan.com/berita-hari-ini/kumpulan-hadist-tentang-pernikahan-1usdTyrPKOp/full pada 

tanggal 21 November 2021 pukul 10:48 WIB 

https://kumparan.com/berita-hari-ini/kumpulan-hadist-tentang-pernikahan-1usdTyrPKOp/full
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mental dan kemapanan untuk melangsungkan perkawinan dan membangun 

rumah tangga maka dianjurkan untuk berpuasa, maksudnya menahan dari 

napsu terhadap lawan jenis.13 

Kedua, Teori Perkawinan dalam Hukum Islam Menurut Kompilasi 

Hukum Islam (KHI) Pasal 2 menjelaskan bahwa: “Perkawinan menurut 

hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat miitsaqan 

ghaliizhan untuk mentaati perintah Allah SWT dan melakukannya 

merupakan ibadah”. Kata nikah berasal dari bahasa Arab “nikaahun” yang 

merupakan masdar atau kata asal dari kata kerja “nakaha”. Sinonimnya 

“tazawwaja” yang kemudian diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia sebagai 

perkawinan.14 

Perundang-undangan yang mengatur tentang pernikahan tertuang 

dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan 

bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan 

seorang wanita sebagai seorang suami istri dengan tujuan membentuk 

keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.15 

Batasan usia perkawinan dibahas dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-

Undang ini yaitu perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita telah 

                                                 
13 Ibid, diakses dari https://kumparan.com/berita-hari-ini/kumpulan-hadist-tentang-

pernikahan-1usdTyrPKOp/full pada tanggal 21 November 2021 pukul 10:48 WIB 

14 Muktiali Jabri, Pernikahan Menurut Hukum Islam,” Jurnal PENDAIS, Vol.1 No.1, 2019, 

hlm.57 dan 63 

15 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 

https://kumparan.com/berita-hari-ini/kumpulan-hadist-tentang-pernikahan-1usdTyrPKOp/full
https://kumparan.com/berita-hari-ini/kumpulan-hadist-tentang-pernikahan-1usdTyrPKOp/full
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mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun. Sedangkan dalam Pasal 6 ayat 2 

Undang-Undang ini menyebutkan bahwa untuk melangsungkan pernikahan 

seseorang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat ijin 

dari kedua orang tuanya.16 

Ketentuan dalam batas usia perkawinan juga disebutkan dalam KHI 

Pasal 15 ayat (1) yang didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan keluarga 

dan rumah tangga perkawinan, yakni suami istri harus telah matang jiwa dan 

raganya,17 agar mereka dapat mencapai tujuan pernikahan yakni membangun 

rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, dapat berperan menjadi 

suami-istri dan orang tua yang baik bagi keturunannya serta idak berujung 

pada perpisahan atau percerain. 

Ketiga, Teori Perlindungan Anak secara yuridis terdapat dalam Pasal 

1 ayat 2 Undang-Undang ini menyebutkan bahwa: “Perlindungan Anak 

adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-

haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara 

optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat 

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Pada ayat 1 disebutkan bahwa 

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, 

termasuk anak yang masih dalam kadungan.18 Hak-hak anak seperti hak 

                                                 
16 Dwi Rifiani, “Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam,” de Jure, Jurnal Syariah 

dan Hukum, Vol.3 No.2, Desember 2011, hlm.126 

17 Azlan, “Pernikahan Usia Dini Menurut Hukum Islam”, Skripsi, Fakultas Syariah Dan Ilmu 

Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau, 2010, hlm.3 

18 Salinan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 35. 
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mendapatkan kehidupan yang layak, pendidikan dan kesehatan juga termuat 

dalam Undang-Undang ini, serta penegasan bahwa yang bertanggungjawab 

atas perlindungan anak adalah semua pihak yang berada dibawah kekuasaan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia, seluruh jajaran pemerintahan dan 

elemen kemasyarakatan. 

F. Metode Penelitian 

Guna mencari jawaban atas permasalahan sebagaimana telah 

disebutkan di atas, metode penelitian yang akan digunakan dalam 

mengumpulkan data-data adalah sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian 

ini adalah penelitian lapangan (field research), secara sederhana metode 

ini dapat didefinisikan sebagai penelitian secara langsung mengadakan 

pengamatan untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam 

penyusunan penelitian ini.19 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat desktiptif-analitik, yaitu metode dengan 

cara menganalisis hasil penelitian baik melalui wawancara, observasi, 

                                                 
19 Natiazuriahms, Field Research (Penelitian Lapangan) Pengertian Field Reseach, 01 

Oktober 2014, diakses dari http://natiazuriahms.blogspot.com/2014/10/field-research-penelitian-

lapangan.html?m=1 tanggal 29 Juni 2021 pukul 10:06 WIB 

http://natiazuriahms.blogspot.com/2014/10/field-research-penelitian-lapangan.html?m=1
http://natiazuriahms.blogspot.com/2014/10/field-research-penelitian-lapangan.html?m=1
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dokumentasi maupun melalui literatur bacaan kemudian 

menuangkannya kedalam bentuk uraian yang logis dan sistematis.20 

Penyusun menggunakan teknik deskriptif-analitik ini 

bermaksud untuk mengungkapkan faktor yang melatarbelakangi 

tingginya angka perkawinan di bawah umur di KUA Kecamatan 

Depok, upaya preventif yang dilakukan dalam menangani hal tersebut 

serta tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak terhadap perkawinan di bawah umur. 

3. Sumber Data Penelitian 

a. Data Primer 

Data primer atau sering disebut juga sebagai data pertama atau data 

mentah merupakan bahan data yang pertama kali dikumpulkan 

oleh peneliti sebagai bahan utama untuk penelitian. Data primer 

dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari responden 

melalui penelitian lapangan dengan metode wawancara, yaitu 

kepada Bapak Muhammad Wiyono, S.HI selaku kepala KUA 

Kecamatan Depok Sleman. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber lain. Bahan-

bahan atau literatur yang erat kaitannya dengan bahan hukum 

                                                 
20 Ibid, hlm.72 
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primer yang dapat membantu dan mendukung dalam proses 

analisis penelitian ini, yaitu berupa: 

1) Peraturan perundangan-undangan tentang Perkawinan dan 

Perlindungan Anak 

2) Buku-buku karya ilmiah yang berkaitan dengan kajian 

penelitian ini; 

3) Hasil penelitian sebelumnya yang terkait; 

4) Jurnal-jurnal tentang perkawinan di bawah umur; 

5) Pendapat dan kesaksian para ahli hukum baik yang tertulis 

maupun yang tidak tertulis; 

6) Informasi dalam media cetak maupun elektronik yang berkaitan 

dengan penelitian ini. 

4. Pendekatan Penelitian 

Pendekatannya menggunakan metode Yuridis-Normatif yaitu 

metode penelitian hukum  yang dilakukan dengan cara meneliti bahan 

pustaka atau bahan sekunder.21 Penelitian ini merupakan penelitian 

Yuridis-Normatif tentang persoalan yang menyangkut perkawinan di 

bawah umur di KUA Kecamatan Depok pada tahun 2019-2020 

berdasarkan perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. 

5. Teknik Pengumpulan Data Penelitian 

                                                 
21 Henni Muchtar, “Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak 

Asasi Manusia,” Jurnal Humanus, Vol.XIV No.1, 2015, hlm.80 
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Jenis penelitian ini adalah penelitian studi kasus/lapangan (field 

research), maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 

menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Wawancara 

dilakukan kepada Kepala KUA Kecamatan Depok Sleman yaitu Bapak 

Muh. Wiyono, S.HI., kemudian mendokumentasikan data tersebut baik 

dalam bentuk tulisan, gambar/foto maupun audio. 

6. Teknik Analisis Data Penelitian 

Dalam menganalisis data penelitian ini, penyusun menggunakan 

metode kualitatif dengan cara berpikir induktif yaitu berdasarkan pada 

kejadian yang khusus untuk memastikan teori, hukum, konsep yang 

umum. Pendekatan yang menarik kesimpulan dari yang khusus menuju 

umum.22 Dalam hal ini adalah faktor penyebab dan upaya preventif 

terhadap perkawinan di bawah umur di KUA Kecamatan Depok serta 

tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 

tentang Perlindungan Anak terhadap perkawinan di bawah umur. 

G. Sistematika Pembahasan 

Agar terstruktur dengan baik guna mempermudah proses penyusunan 

penelitian ini serta untuk mempermudah pembaca dalam memahami dan 

memperoleh gambaran keseluruhan dari penelitian ini, maka penyusun 

membagi sistematika pembahasan ini menjadi 5 (lima) bab, yang masing-

                                                 
22 Harys, Penelitian Induktif dan Deduktif, JOPGlass: 27 September 2020, diakses dari 

https://www.jopglass.com/penelitian-induktif-deduktif/, tanggal 20 November 2021 pukul 7:32 

WIB 

https://www.jopglass.com/penelitian-induktif-deduktif/
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masing bab terbagi menjadi beberapa sub-bab yang saling berkaitan antara 

bab yang satu dengan bab yang lainnya, adapun sistemati pembahasannya 

sebagai berikut: 

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan yang digunakan sebagai 

permulaan untuk pembahasan selanjutnya. Di dalamnya membahas mengenai 

latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian yang 

menjelaskan bahwa penelitian ini penting untuk diteliti. Telaah pustaka yang 

mengkaji penelitian sejenis yang pernah dilakukan sebelumnya. Kerangka 

teoretik yang membahas sekilas tentang teori-teori yang dijadikan sebagai 

acuan dalam penelitian ini, kemudian metode penelitian dan sistematika 

pembahasan. 

Bab kedua, penyusun akan memberikan penjelasan tentang teori-teori 

yang dijadikan sebagai alat untuk menganalisis objek penelitian, dalam hal 

ini penyusun akan membahas mengenai pengertian dan dasar hukum 

perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, hikmah dan tujuan perkawinan. 

Penyusun juga membahas tentang batas usia perkawinan serta tinjauan 

tentang anak. 

Pada Bab ketiga, penulis akan membahas mengenai angka yang 

melatarbelakangi terjadinya perkawinan di bawah umur di KUA Kecamatan 

Depok Sleman Yogyakarta tahun 2019-2020. Memaparkan pandangan, solusi 

dan kendala KUA Kecamatan Depok dalam menangani perkawinan di bawah 

umur tersebut. 
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Bab empat, merupakan bab yang mengulas dan memaparkan analisis 

atas data yang terkumpul. Bahasan dalam bab ini adalah tentang analisis 

terhadap perkawinan di bawah umur di KUA Kecamatan Depok tahun 2019-

2020 berdasarkan prespektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak. 

Bab kelima, merupakan penutup yang berisi mengenai kesimpulan 

hasil penelitian dan saran-saran untuk pokok permasalahan yang telah 

dibahas. 
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BAB V  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dan telah mengkaji permasalahan 

yang dibahas dalam penelitian ini serta dilihat dari pemaparan pembahasan di 

atas, maka penyusun mengambil beberapa kesimpulan diantaranya adalah: 

1. Terdapat 5 (lima) faktor yang melatarbelakangi tingginya angka 

perkawinan di bawah umur di KUA Kecamatan Depok Sleman pada 

tahun 2019-2020, yaitu (a) pergaulan bebas yang berujung hamil di luar 

nikah; (b) lingkungan yang tidak sehat; (c) kurang dan rendahnya 

pendidikan dan harmonisasi anak dan orang tua; (d) lemahnya 

lingkungan spiritual keagaamaan; serta (e) keterlibatan masyarakat 

yang terbatas dalam memberikan perhatian terhadap anak. 

2. Upaya preventif yang dilakukan KUA Kecamatan Depok Sleman 

dalam mengatasi dan meminimalisir masalah perkawinan di bawah 

umur adalah dengan cara sosialisasi untuk menanamkan kesadaran bagi 

anak, orang tua, keluarga dan masyarakat tentang pentingnya 

pendidikan dan lingkungan yang sehat. Hal ini dilakukan melalui 

kerjasama dengan berbagai pihak (perangkat/pengurus desa, remaja 

desa, ormas, juga Nasiatul Aisyiyah (NA) dan jajaran peduli anak. 

Manfaatnya adalah terwujudnya masa depan anak bangsa yang sehat 
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dan cerdas serta untuk mengurangi tingkat perceraian, KDRT dan 

penelantaran anak di Indonesia. 

3. Menurut hukum Islam klasik (fikih), perkawinan di bawah umur di 

KUA Kecamatan Depok tahun 2019-2020 adalah sah karena rukun dan 

syarat perkawinannya sudah terpenuhi. Hal ini dikarekan bahwa hukum 

Islam tidak mengatur secara tegas tentang batas minimal usia 

perkawinan. 

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak bahwa perkawinan di bawah umur tersebut tidak sah karena 

melanggar Undang-Undang dimana anak berusia di bawah 18 tahun 

masih berada di bawah tanggungjawab orang tua/wali/pengasuhnya dan 

dianggap masih belum cukup dan mampu untuk melakukan kewajiban 

dan tanggungjawab sebagai orang dewasa. 

B. Saran 

Sebagai bentuk dukungan untuk perkembangan KUA Kecamatan Depok, 

penulis memiliki beberapa saran dengan harapan dapat dijadikan 

pertimbangan dalam langkah kedepan untuk meminimalisir peristiwa 

perkawinan di bawah umur, diantaranya adalah: 

1. KUA Kecamatan Depok Sleman sebagai pengemban tanggungjawab 

dari Pengadilan Agama tentunya tidak hanya untuk melayani prosesi 

akad nikah atau pencatatan pernikahan saja, melainkan sudah menjadi 

tanggung jawabnya untuk dapat meminimalisir apabila di lingkungan 
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tersebut masih tinggi angka perkawinan di bawah umur. Hal ini tentu 

akan berjalan dengan baik apabila dibantu oleh masyarakat. 

Menanamkan rasa empati dan kesadaran yang tinggi akan mudhorot 

yang ditumbulkan atas terjadinya perkawinan di bawah umur 

dibandingkan dengan kemaslahatannya. 

2. KUA Kecamatan Depok harus memberikan perhatian lebih kepada 

orang tua yang menjadi wali anak dalam melangsungkan perkawinan di 

bawah umur, menanamkan rasa peduli yang tinggi agar peristiwa 

tersebut tidak terulang.  

3. Dalam hal penelitian, alangkah baiknya jika pengurus KUA Kecamatan 

Depok dapat membantu peneliti dengan memberikan informasi yang 

cukup banyak dan informatif.  
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